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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 65 [KPTS/DKPP/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAKAN SUMATERA SELATAN
MANDIRI PANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan, kemandirian pangan adalah kemampuan
daerah dalam memproduksi pangan beranekaragam yang
dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup
sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan
potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan
kearifan lokal secara bermanfaat;

bahwa dalam rangka terjaminnya ketersediaan,
keterjangkauan dan pemenuhan pangan di Provinsi
Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi akan membentuk
Tim Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Gerakan Sumatera
Selatan Mandiri Pangan Provinsi Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

Tim Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan Provinsi
Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga
dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Kelompok Kerja Teknis.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta masing-

masing instansi terkait.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktekwer 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

/ H. HERMAN DERU

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

2. Menter] Pertandan RI di Jakarta

3. Inspektur Provinsi Sumatera Seclatan di Palembang
4. Kepala BFKAD Provinsi Sumsel di Palembang



